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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 264/PMK.05/2014 TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah ditetapkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Belanja Subsidi;

b. bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan

keuangan atas transaksi belanja subsidi yang lebih

transparan dan akuntabel sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan, perlu mengubah beberapa

ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Belanja Subsidi;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Belanja Subsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

264/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN

PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2048), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
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dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja

Subsidi yang selanjutnya disebut SABS adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta

pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan

atas transaksi belanja subsidi.

2. Belanja Subsidi Bagian Anggaran 999.07 yang

selanjutnya disebut Belanja Subsidi adalah

pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk

membantu biaya produksi agar harga jual

produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh

masyarakat.

3. Beban Subsidi adalah Belanja Subsidi yang

berdasarkan transaksi dan kejadiannya memiliki

karakteristik akuntansi basis akrual.

4. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian

Negara/Lembaga Pemerintah non Kementerian

Negara/Lembaga Negara.

5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya

disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas

untuk melaksanakan fungsi BUN.

6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang

selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian

anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian

anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

7. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum

Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah

pejabat pada satuan kerja dari masing-masing

Pembantu Pengguna Anggaran BUN baik di kantor

pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di

Kementerian Negara/lembaga yang memperoleh

penugasan dari Menteri Keuangan untuk

melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab

pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
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8. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

Pengelolaan Belanja Subsidi yang selanjutnya

disebut UAKPA BUN adalah unit akuntansi instansi

yang melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan

pada tingkat satuan kerja BA BUN Pengelolaan

Belanja Subsidi.

9. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu

Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I Bendahara

Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi yang

selanjutnya disebut UAPPA-E1 BUN adalah unit

akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian

Negara/Lembaga yang membidangi kesekretariatan

yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan

seluruh UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi

yang berada di bawahnya.

10. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

Pengelolaan Belanja Subsidi yang selanjutnya

disebut UAPPA BUN adalah Unit Akuntansi pada

Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan

penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-

E1 BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang berada di

bawahnya.

11. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu

Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja

Subsidi yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah

unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian

Keuangan yang melakukan koordinasi dan

pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan

sekaligus melakukan penggabungan Laporan

Keuangan seluruh UAPPA BUN Pengelolaan Belanja

Subsidi.

12. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang

selanjutnya disebut UABUN adalah unit akuntansi

pada Kementerian Keuangan, yang melakukan

koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi
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dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan

sekaligus melakukan penggabungan Laporan

Keuangan seluruh UAPBUN.

13. Laporan Keuangan adalah bentuk

pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan

APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca,

laporan arus kas, laporan operasional, laporan

perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo

Anggaran Lebih (SAL), dan catatan atas laporan

keuangan.

14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi

posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan

ekuitas dana pada tanggal tertentu.

15. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya

disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan

informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer

surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang

pembiayaan anggaran yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu

periode.

16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya

disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan

informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran, laporan operasional,

laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL,

Neraca, dan laporan arus kas dalam rangka

pengungkapan yang memadai.

17. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO

adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber

daya ekonomi yang menambah ekuitas dan

penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan

pemerintah dalam satu periode pelaporan.

18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya

disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan

informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
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